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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

1.

bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013,
perlu meninjau kembali dan menyempurnakan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 052
Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas dan
Kearsipan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5035);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 132);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1725);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 006 Tahun 2011
tanggal 24 Februari 2011 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi

Pemerintah;
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10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
tanggal 28 Desember 2013 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 2014 tentang pedoman tata naskah dinas
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor
432);

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan
Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Pasal 1
Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh
unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral dalam rangka penyelenggaraan administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan

pelayanan publik.

Pasal 2
Ketentuan mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 3
(1) Masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyusun
petunjuk teknis tata naskah dinas yang secara khusus
berkaitan dengan substansi bidang tugas dan fungsinya.
(2) Petunjuk teknis tata naskah dinas unit utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
masing-masing pejabat Eselon | di lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah
terlebih  dahulu dikonsultasikan dengan Sekretaris
Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

c.q. Kepala Biro Umum.

Pasal 4
Dalam hal mencapai kesamaan pengertian dan penafsiran
dalam melaksanakan Pedoman Tata Naskah Dinas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan petunjuk tata naskah dinas, perlu
dilakukan sosialisasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5
Alat tulis kantor dalam bentuk cetakan, formulir, dan alat
tulis lainnya yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini
ditetapkan dapat tetap dipergunakan sampai habis terpakali,
dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku ketentuan
mengenai persuratan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Bab | sampai dengan Bab VI sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
052 Tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tanggal 20 oktober
2006 tentang Tata Persuratan Dinas dan Kearsipan
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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